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ABSTRAK 
ABDI ABRIANTO MAJRIM (B11110920)“Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus 
Putusan No.04/Pid.B/2015/Pn.Mrs)” di bawah bimbingan Bapak 
Syamsuddin Muchtar sebagai pembimbing I, dan Ibu Nur Azisa sebagai 
pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materiil dalam perkara kasus kelalaian yang menyebabkan kematian dan 
untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara putusan Studi Kasus 
Putusan No.04/Pid.B/2015/Pn.Mrs. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Maros dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data berupa, wawancara antara lain 
hakim di Pengadilan Negeri Maros yang memutus perkara ini, serta teknik  
menelaah peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan 
pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ini serta beberapa literatur 
yang relevan dengan materi yang dibahas. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) penerapan hukum pidana 
terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian dalam perkara 
Putusan Nomor 04/Pid.B/2015/Pn.Mrs didasarkan pada fakta-fakta hukum 
baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun alat bukti. 
Dakwaan tunggal yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang 
mendakwakan Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 
(satu) Tahun penjara. (2) Pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindak 
pidana kelalaian yang menyebabkan kematian dalam putusan Nomr 
04/Pid.B/2015/Pn.Mrs telah sesuai dengan berdasarkan pada analisis yuridis, 
fakta-fakta persidangan, alat bukti berupa keterangan saksi,barang 
bukti,keterangan terdakwa, serta diperkuat dengan keyakinan hakim itu 
sendiri. Namun, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu 6 (enam) 
bulan penjara masih cukup ringan serta masih jauh dari ancaman maksimal 
pidananya yaitu 6 (enam) tahun penjara dimana dalam hal ini penjatuhan 
pidana oleh hakim terhadap pelaku tidak akan menimbulkan efek jera bagi 
pelakunya sendiri, tidak akan menimbulkan rasa takut oleh orang lain untuk 
tidak melakukan kejahatan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat 
transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas 
merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang 
peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. 
Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional 
yang berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat. Masalah 
yang dihadapai dewasa ini adalah masih meningkatnya angka kecelakaan 
lalu lintas di jalan raya. Di Indonesia, jumlah korban meninggal tahun 2014  
akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 31.234 jiwa. Kerugian 
ekonomi yang menelan korban jiwa mencapai Rp35.8 triliun. Sementara data 
yang di peroleh dari Korps Lalu Lintas Polri menunjukan angka kecelakaan 
lalu lintas tahun 2015 menurun dibandingkan dengan tahun 2014. Selisih 
angka kecelakaan pada tahun 2014 mencapai 3.888 kasus, sementara tahun 
2015 hanya mencapai 3.049 kasus, atau turun sebesar 21.5 %, selain itu 
angka korban luka berat turun sebesar 45 %. Pada tahun 2014, penderita 
luka berat mencapai 1.939, sementara tahun 2015 mencapai 1.068 orang. 
Kemudian, untuk penderita luka ringan tahun ini hanya terdapat 3.922 orang. 
Jumlah tersebut turun sebesar 13%, di mana pada tahun 2014, luka ringan 
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mencapai 4.532 orang  ( Jakarta, Kompas.com). Dari bermacam banyaknya 
kejadian kecelakaan dapat disimpulkan bahwa faktor kelelahan dan kurang 
hati-hatinya pengemudi yang memicu kecelakaan. Faktor manusia 
merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya  
hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi 
dalam mengemudikan kendaraannya. Kecerobohan pengemudi tersebut 
tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau 
korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya 
sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat 
dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan 
saling menghormati Penggunaan jalan tersebut di atur di dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( UU 
LLAJ). 
Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya ketentuan 
Pasal 105 dan Pasal 106, yang menyebutkan bahwa : 
1. Pasal 105 UU LLAJ yang berbunyi, setiap orang yang 
menggunakan jalan wajib : 
 
a. Berperilaku tertib; dan/atau 
b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan 
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, 
atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. 
 
2. Pasal 106 UU LLAJ, yang berbunyi : 
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1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di 
jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan 
penuh konsentrasi. 
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di 
jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan 
pesepeda. 
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di 
jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan 
layak jalan. 
4. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di 
jalan wajib mematuhi ketentuan :  
a. Rambu perintah atau rambu larangan; 
b. Marka Jalan; 
c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; 
d. Gerakan Lalu Lintas; 
e. Berhenti dan Parkir; 
f. Peringatan dengan bunyi dan sinar; 
g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau 
h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan 
kendaraan lain. 
Dengan adanya suatu peraturan yang tersebut di atas dan apabila 
masyarakatnya mau menerapkan aturan diatas dalam berkendara, 
kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering 
terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang 
berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan 
kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain. 
Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut: 
1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling 
banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang  
karena kelalaiannya yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau 
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh 
juta ruiah). 
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).  
 
Meski Undang-Undang Lalu LIntas dan Angkutan Jalan ( UU LLAJ ) 
telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa 
tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan 
di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya 
betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor. 
Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada 
rambu-rambu lalu lintas. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya 
yang banyak menimbulkan korban, penyusunan sebisa mungkin untuk bisa 
mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi 
yang menimbulkan kecelakaan. Oleh karena itu penyusunan mengangkat 
tema ini untuk dikaji lebih dalam yaitu : 
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“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang 
Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan No. 
04/Pid.B/2015/Pn.Mrs). ” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang 
akan diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana 
kelalaian yang menyebabkan kematian? (Studi Kasus Putusan 
No.04/Pid.B/2015/Pn.Mrs ). 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana 
kelalaian yang menyebabkan kematian khususnya dalam Putusan 
No.04/Pid.B/2015/Pn.Mrs? 
C. Tujuan Penelitian. 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana kelalaian yang menyebabkan kematian khususnya dalam 
Putusan No.04/Pid.B/2015/Pn.Mrs. 
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam 
memutuskan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian 
dalam Putusan No. 04/Pid.B/2015/Pn.Mrs. 
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D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah : 
1. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan perkembangan dan 
kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan 
kemajuan ilmu hukum pidana pada khususnya dan ilmu hukum pidana 
materil pada umumnya. 
2. Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan 
bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam 
bidang kajian yang sama. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam pembahasan mengenai definisi tindak pidana, penulis akan 
mencoba memberikan penguraian serta pemahaman awal tentang apa 
sebenarnya yang di maksud dengan tindak pidana itu sendiri, berdasarkan 
berbagai sumber yang dapat dijadikan pegangan dalam pembahasan ini. 
Istilah tindak pidana adalah terjemahan umum untuk istilah strafbaar 
feit  dalam bahasa Belanda terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan  feit . 
Kata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Sementara kata baar 
diterjemahkan dengan dapat dan boleh dan kata feit diterjemahkan dengan 
tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. (Adami Chazawi, 2002 : 69) 
Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian tindak 
pidana , berikut ini beberapa pandangan beberapa ahli hukum, antara lain : 
a.  Simons mengemukakan bahwa  tindak pidana adalah “suatu tindakan 
atau perbuatan yan diancam dengan pidana oleh undang-undang, 
bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh 
seseorang yang mampu bertanggung jawab”. (Erdianto Effendi, 2011 
: 97) 
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b. Pompe mengemukakan bahwa “tindak pidana yaitu, suatu tindakan 
yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan 
sebagai tindakan yang dapat dihukum“ (Adami Chazawi, 2002 : 72). 
c. R.Tresna mengemukakan bahwa tindak pidana adalah, “peristiwa 
pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, 
yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-
undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 
penghukumannya” (Adami Chazawi, 2002 : 72). 
d. Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa  “hukuman pidana 
adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif 
yang mengandung larangan-larangan dan keharusa-keharusan yang 
ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwewenang untuk 
menentukan peraturan pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah 
hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, 
melaksankan pidana (Amir Ilyas, 2012 : 3).  
 Maka berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan 
bertentangan dengan undang-undang yang mengakibatkan perbuatannya 
dapat dipidana. 
 
9 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
 Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli : 
a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah (Adami 
Chazawi, 2002 : 79) : 
a. Perbuatan; 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 
b. Dari rumusan R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur 
yakni (Adami Chazawi, 2002 : 80)  : 
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
b. Yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
c. Sedangkan menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana yakni 
(Adami Chazawi, 2002 : 81): 
a. Perbuatan (yang); 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
d. Dipertanggungjawabkan. 
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 Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu 
dibedakan dalam dua macam yaitu unsur objektif dan unsur subjektif 
(Lamintang, 1984 : 184) : 
a. Unsur objektif 
Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar sisi si pelaku 
tindak pidana. Sebagaimana menurut Lamintang unsur objektif itu 
adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan 
mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur 
objektif yaitu : 
1. Perbuatan atau kelakuan manusia 
Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif 
(berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 
KUHPidana) dan lain-lain. Ada pula perbuatan atau kelakuan 
manusia yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya tidak 
melapor kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, 
sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, 
adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (Pasal 
164 dan Pasal 165 KUHPidana). 
2. Akibat yang menjadikan syarat mutlak dari delik 
Hal ini terdapat dalam delik-delik materil atau delik-delik 
yang merumuskan secara materil, misalnya : pembunuhan 
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(Pasal 335 KUHPidana), penganiyaan (Pasal 351 KUHPidana) 
dan lain-lain. 
3. Unsur melawan hukum 
Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu 
harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak 
dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Ternyata 
sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHPidana tidak 
menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya 
beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas seperti ; 
dengan melawan hukum merampas kemerdekaan (Pasal 333 
KUHPidana), untuk memilikinya secara melawan hukum (Pasal 
362 KUHPidana) dan lain-lain. 
4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana 
Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat 
memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal 
objektif yang menyertainya, seperti : penghasutan (Pasal 160 
KUHPidana), melanggar kesusilaan (Pasal 282 KUHPidana) 
dan lain-lain. Tindak pidana harus dilakukan di depan umum. 
Selain daripada itu ada pula beberapa tindak pidana yang untuk 
dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal 
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subjektif, seperti: kejahatan jabatan (Pasal 413-437 
KUHPidana), harus dilakukan oleh pegawai negeri, 
pembunuhan anak sendiri (Pasal 341 KUHPidana) Unsur-unsur 
tersebut diatas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh 
karena itu maka disebut dengan “yang menentukan sifat tindak 
pidana”. 
5. Unsur yang memberatkan pidana 
Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan 
oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka 
ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas 
kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam 
pidana penjara paling lama 8 tahun, jika perbuatan itu 
mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat 
menjadi paling lama 9 tahun, dan apabila mengakibatkan 
kematian ancaman pidananya diperberat lagi menjadi penjara 
paling lama 12 tahun. 
6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana 
 Hal ini misalnya dengan suka rela masuk tentara negara 
asing yang diketahuinya bahwa negara itu akan perang dengan 
Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah 
perang (Pasal 123 KUHPidana) dan tidak melaporkan kepada 
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yang berwajib atau kepada orang yang terancam, jika 
mengetahui akan adanya kejahatan-kejahatan tertentu, 
pelakunya hanya dapat dipidana jika kejahatan itu jadi 
dilakukan (Pasal 164 dan 165 KUHPidana). Unsur-unsur 
tambahan tersebut adalah jika terjadi pecah perang (Pasal 123 
KUHPidana) jika kejahatan itu jadi dilakukan (Pasal 164 dan 
165 KUHPidana). 
b. Unsur subjektif 
 Unsur subjektif adalah unsur yang bersalah dalam diri pelaku 
tindak pidana, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan 
termasuk di dalam hatinya. Unsur subjektif meliputi : 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 
53 ayat (1) KUHPidana 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk, seperti terdapat dalam  
kejahatan-kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan  
sebagainya. 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachrte, seperti 
tercantum dalam Pasal 340 KUHPidana, yaitu pembunuhan 
yang direncanakn terlebih dahulu. 
5. Perasaan takut atau vress seperti terdapat di dalam Pasal 308 
KUHPidana. 
 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai 
berikut (Adami Chazawi, 2002 : 121) :  
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1) Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam 
buku III 
2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil 
(formeel delict) dan tindak pidana materil(materiel delict). 
3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (doelus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja 
(culpose delicten) 
4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta 
commissionis) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak 
pidana omisi (delicta omissionis) 
5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana dan tindak 
pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung 
terus. 
6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum 
dan tindak pidana khusus. 
7) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communia (delicta communia, yang dapat dilakukan oleh siapa 
saja), dan tindak pidana propria ( dapat dilakukan hanya oleh orang 
memiliki kualitas pribadi tertentu) 
8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka 
dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak 
pidana aduan (klacht delicten) 
9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang 
diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang 
diperingan (gepriviligieerde delicten) 
10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana 
tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang 
dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap 
harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama 
baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya. 
11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan 
tindak pidana berangkai (samengestelde delicten). 
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1. Kejahatan (misdrijven)  dan pelanggaran (overtredigen) 
a. Pengertian kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap 
tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu 
perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut 
tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana. 
b. Sedangkan pelanggaran adalah “ perilaku yang menyimpang untuk 
melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa 
memperhatikan peraturan yang telah dibuat.” 
 Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah 
jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat 
diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang di 
ancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan 
denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman 
pidana penjara. 
 Dalam Wetboek ven strafrecht ( W.v.S ) belanda, terdapat 
pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk 
yang pertama biasa disebut dengan rechtsdelicten dan untuk yang 
kedua disebut dengan wetsdelicten.  
 Disebut dengan rechtsdelicten atau tindak pidana hukum yang 
artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya 
dalam Undang-Undang (UU) melainkan dasarnya telah melekat sifat 
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terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam 
Undang-Undang, walaupun sebelum dimuat dalam Undang-Undang 
ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada 
masyarakat, jadi melawan hukum materiil. Sebaliknya, wetsdelicten 
sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya 
sebagai demikian dalam Undang-Undang. Sumber tercelanya 
wetsdelicten  adalah Undang-Undang.  
2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil. 
a. Tindak pidana formil adalah  tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan 
yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. 
Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau 
tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan 
sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-
mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 
KUHPidana) untuk selesainya pencurian digantungkan pada 
selesainya perbuatan mengambil.  
b. Tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan 
akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan 
akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan 
dipidana. Misalnya pada pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana) inti 
17 
 
larangan adalah pada menumbulkan kematian orang, dan bukan 
pada wujud menembak, membacok, atau memukul. Untuk 
selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan 
bukan pada selesainya wujud perbuatan.  
3. Tindak pidana kesengejaan (Doleus Delicten) dan kelalaian 
(Culpose Delicten). 
a. Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan kesengejaan atau mengandung 
unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang secara tegas 
unsur kesengajaan itu dicantumkan, misalnya Pasal 362 
KUHPidana (maksud), Pasal 338 KUHPidana (sengaja), Pasal 480 
KUHPidana (yang diketahui). Sedangkan , 
b. Tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang unsur 
kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena 
kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa, 
misalnya , Pasal 359 KUHPidana dan Pasal 360 KUHPidana. 
4. Tindak Pidana Aktif (Delik Commisionis) dan Tindak Pidana Pasif 
(Delik Omisionis). 
a. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya 
berupa perbuatan aktif (Positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan 
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yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari 
anggota tubuh orang yang berbuat. 
b. Tindak pidana pasif adalah suatu kondisi atau keadaan tertentu 
yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk 
berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan (aktif) perbuatan 
itu, ia telah melanggar keajiban hukumnya tadi. Tindak pidana ini 
dapat disebut tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. 
Tindak pidana pasif ada 2 macam yaitu : 
c. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana pasif yang 
dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya 
semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif, 
misalnya Pasal 224 KUHPidana, Pasal 304 KUHPidana, Pasal 552 
KUHPidana. 
d. Tindak pidana pasif yang tidak murni ialah tindak pidana yang pada 
dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan 
dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang 
mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak 
berbuat/mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar terjadi. 
Misalnya pada pembunuhan Pasal 338 KUHPidana. 
5. Tindak Pidana Terjadi Seketika (Aflopende Delicten) dan Tindak 
Pidana Berlangsung Terus (Voortdurende Delictn). 
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a. Tindak pidana terjadi seketika adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga terwujudnya atau terjadinya 
dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Misalanya 
pencurian (Pasal 362 KUHPidana) 
b. Tindak pidana berlangsung terus ialah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana 
berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak 
pidana itu masih berlangsung terus. Misalnya Pasal 333 
KUHPidana, perampasan kemerdekaan, dan akan terhenti setelah 
korban dibebaskan. 
6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus 
 Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat 
dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. (Buku II dan 
Buku III KUHP). Sedangkan, tindak pidana khusus adalah semua 
tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya 
tindak pidana korupsi (UU No.31 Tahun 1999), tindak pidana 
psikotropika (UU No.5 Tahun 1997), tindak pidana perbankan ( UU 
No.10 Tahun 1998), tindak pidana narkotika (UU No.35 Tahun 2009 ). 
7. Tindak Pidana yang dapat dilakukan semua orang (Delicta 
comunia) dan Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang yang 
berkualitas tertentu (Delicta propria). 
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 Jika dilihat dari sudut subjek hukum tindak pidana, tindak 
pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan 
oleh semua orang dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh 
orang yang berkualitas tertentu. Contoh tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang yang berkualitas tertentu misalnya, pegawai negeri 
(kejahatan Jabatan), atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran). 
8.  Tindak Pidana Biasa (Gewone Delicten) dan Tindak Pidana 
Aduan ( Klacht Delicten). 
 Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk 
dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak 
disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar 
tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. 
 Sedangkan, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang 
untuk dapatnya dilakukan penunututan pidana disyaratkan untuk 
terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan 
pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 
72 KUHPidana) atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu (Pasal 73 
KUHPidana) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan 
oleh yang berhak. 
9. Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang 
Diperingan. 
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   Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang 
dibentuk menjadi (tiga) bagian, yaitu : 
a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (eenvoudige 
delicten), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar; 
b. Dalam bentuk yang diperberat (gequalificeerde delicten); 
c. Dalam bentuk ringan (gepriviligieerde delicten).  
 Tindak pidana dalam bentuk pokok artinya semua unsurnya 
dicantumkan dalam rumusan, misalnya pencurian ( Pasal 362 
KUHPidana), pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana), penggelapan 
(Pasal 372 KUHPidana), pemerasan (Pasal 368 KUHPidana). 
Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya. 
 Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan diperingan, 
tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan 
sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk 
pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang 
bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam 
rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, 
anacaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang 
diperberat dan diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan 
daripada bentuk pokoknya. 
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10.  Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang 
Dilindungi. 
 Pengelompokan tindak pidana dalam KUHP didasarkan pada 
kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum 
yang dilindungi ini, maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. 
Untuk melindungi kepentingan terhadap keamanan Negara, dibentuk 
rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I).  Untuk 
melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi 
Penguasa Umum, dibentuk Kejahatan Terhadap Penguasa Umum 
(Bab VIII). Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak 
kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab 
XXII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab 
XXIII) dan seterusnya. 
11.  Tindak Pidana Tunggal (Enkelvoudige Delicten) dan Tindak 
Pidana berangkai (Samengestelde Delicten). 
 Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana 
dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan 
saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak 
pidana tunggal. 
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 Sedangkan, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai 
adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga 
untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, 
disyaratkan dilakukan secara berulang. Contohnya Pasal 481 ayat (1) 
KUHPidana, dimana perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, 
menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari 
kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan. Kebiasaan di sini 
disyaratkan telah dilakukan berulang, setidaknya dua kali perbuatan. 
Contoh lain ialah Pasal 296 KUHPidana, dimana juga disyaratkan 
perbuatan itu dilakukan secara berulang. 
B. Kesalahan 
1. Kesengajaan (Dolus) 
Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) tahun 1809 dicantumkan; “Kesengajaan adalah kemauan 
untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 
dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.” 
Dalam Memorie van Toelichting (MvT) menteri kehakiman 
sewaktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat 
antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak 
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untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (debewuste richting van den 
wil op een bepald misdrijf).  
Menurut MvT tersebut, “Satochid Kartanegara mengatakan 
bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki 
dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan itu 
serta harus menginfasi atau mengerti (weten) akan akibat dari 
perbuatan itu”(Leden Marpaung, 2005: 13). 
a. Teori tentang kesengajaan 
Tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 
2 (dua) teori sebagai berikut (Leden Marpaung, 2005: 14) : 
1) Teori Kehendak (Wiils theorie) 
Menurut Von Hippel, “kesengajaan adalah kehendak membuat 
suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari 
tindakan itu”.  
Misalnya: A mengarahkan pisau kepada B, lalu A menusuk B, 
akan tetapi A dapat dikatakan sengaja apabila A benar-benar 
menghendaki kematian B.  
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2) Teori membayangkan (Voortelings theory) 
Teori ini diutarakan Frank. “Teori ini mengemukakan bahwa 
manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; 
manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau 
membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah 
“sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu 
tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu, oleh 
karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai 
dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya”. 
Misalnya; A membayangkan kematian B, agar dapat 
merealisasikan bayangan tersebut, maka A membeli racun lalu 
selanjutnya memberikan minuman yang berisikan racun 
tersebut kepada B sehingga mati. 
b. Bentuk-bentuk kesengajaan 
Secara umum para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 
(tiga) bentuk kesengajaan (opzet), yakni (Leden Marpaung, 2005: 
13). : 
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a) Kesengajaan sebagai maksud 
Maksud adalah kehendak untuk melakukan perbuatan atau 
untuk mencapai akibat. 
b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti 
Disini si pelaku (doer or dader) mengetahui dengan pasti atau 
yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud, akan terjadi 
suatu akibat lain. 
c) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) 
Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran 
kemungkinan”, disini bahwa seseorang melakukan perbuatan 
dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan 
tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat 
lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang. 
Menurut Bemmelen “ yang dinamakan dolus eventualis adalah 
kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan. 
Artinya, tidak pernah lebih banyak dikehendaki dan diketahui 
daripada kemungkinan itu. Seseorang yang menghendaki 
kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa 
ia menghendaki supaya orang itu mati, tetapi jika seseorang 
melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa 
perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal 
itu menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian 
orang itu. 
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Menurut Lamintang menjelaskan bahwa, pelaku yang 
bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatannya untuk 
menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang 
telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain 
dari akibat yang memang ia kehendaki. Jadi jika kemungkinan 
yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan maka, terhadap 
kenyataan tersebut barulah ia dikatakan memiliki kesengajaan. 
(Leden Marpaung, 2005: 18). 
c.   Kesengajaan Menurut Doktrin 
Secara ilmu pengetahuan (doktrin), kesengajaan sebagai unsur 
delik bertalian dengan hal-hal sebagai berikut : 
a) Kesengajaan secara umum, yang oleh para pakar disebut 
dolus generalis (opzet umum) 
Yang dimaksud dengan dolus generalis adalah dolus yang 
ditujukan secara umum, dalam arti tidak ditujukan kepada 
sasaran tertentu. 
b) Adanya hal-hal di luar perhitungan (Abberatio ictus)  
Adanya kekeliruan dan kesalahan maksud. Sebagai contoh A 
bermaksud membunuh B dengan menggunakan sepucuk 
senjata api, setelah ditembakkan kearah B, ternyata peluru 
meleset dan tidak mengenai B, akan tetapi mengenai benda 
keras lalu mental dan mengenai C, yang mengakibatkan 
meninggal dunia. 
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c) Timbulnya kekeliruan (Eror or Dwaling) 
Istilah dwaling berasal dari bahasa belanda yang oleh para 
pakar diterjemahkan dengan berbagai istilah antara lain 
kesalahpahaman, salah kira, dan kekeliruan. 
2. Kealpaan (Culpa) 
a. Pengertian kealpaan (culpa) 
 Di dalam undang-undang  untuk menyatakan “kealpaan” dipakai 
bermacam-macam istilah yaitu : schuld, onchtzaamhid, emstige 
raden heef om te vermoeden, redelijkerwijs moetvermoeden, moest 
verwachten, dan di dalam ilmu pengetahuan di pakai istilah culpa. 
 Istilah tentang kealpaan ini disebut “schuld” atau “culpa” yang 
dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”. Tetapi 
maksudnya adalah suatu macam kesalahan si pelaku tindak 
pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu  kurang 
berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. 
 Penjelasan tentang apa yang dimaksud “culpa” ada dalam 
Memorie van Toelichting (MvT), dimana dalam pengajuan 
rancangan itu terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud 
dengan “kelalaian” adalah : 
a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan 
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b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan 
c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari 
 Kesengajaan adalah dikehendaki, sedang kealpaan adalah 
tidak dikehendaki umumnya para pakar sependapat bahwa 
“kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari 
“kesengajaan”. Itulah sebabnya sanksi atau ancaman hukuman 
terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan 
kealpaan lebih ringan.  
 Menurut D. Simons menerangkan sebagai berikut : 
 Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak 
berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat 
menduga akibat perbuatan dan dilakukan dengan hati-hati, 
namun kemungkinan tetap saja akan terjadi kealpaan, jika yang 
berbuat itu mengetahui bahwa dari perbuatannya itu akan 
timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. 
Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap saja melakukan 
perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga 
akibatnya. Dapat diduganya suatu akibat terlebih dahulu oleh 
pelaku maka hal tersebut adalah syarat mutlak. Suatu akibat 
yang tidak dapat di duga terlebih dahulu maka tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.  
Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat 
diduganya lebih dahulu” itu, harus diperhatikan dari pribadi si 
pelaku. Kealpaan tentang keadaan yang menjadikan perbuatan 
itu suatu perbuatan yang diancam hukuman, terdapat kalau si 
pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan itu tidak ada(Leden 
Marpaung, 2005 : 25). 
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 Menurut Langemnyer bahwa : 
Kealpaan adalah suatu struktur yang sangat gepcompliceerd. 
Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan 
lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang 
tertentu, dan dilain pihak keadaan batinnya itu sendiri, jika 
diartikan demikian maka culpa mencakup semua makna 
kesalahan dalam arti luas yang bukan nerupa kesengajaan ada 
sifat yang positif yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang 
disadari daripada bagian-bagian delik yang meliputi oleh 
kesengajaan, sedang sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan, 
oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa dipakai istilah yang 
sama untuk kesalahan dalam arti yang luas dan kesalahan 
dalam arti yang sempit, meskipun ini tidak praktis (Moeljatno, 
1993:200). 
   Lamintang mengemukakan tentang delik culpa adalah : 
Culpose delicten atau delik yang oleh pembentuk Undang-
Undang telah disyaratkan bahwa delik tersebut terjadi dengan 
sengaja agar pelakunya dapat dihukum (Lamintang, 1997 : 
204). 
 Demikianlah apa yang dimaksud dengan isi kealpaan itu. 
Menurut ilmu pengetahuan terhadap delik-delik culpa yang berdiri 
sendiri. Delik culpa yang berdiri sendiri, seperti Pasal 188 KUHPidana, 
Pasal 231 ayat (4) KUHPidana, Pasal 232 ayat (3) KUHPidana , Pasal 
334 KUHPidana, Pasal 359 KUHPidana, Pasal 360 KUHPidana, Pasal 
409 KUHPidana, Pasal 426 ayat (2) KUHPidana, Pasal 477 ayat (2) 
KUHPidana. 
 Dibandingkan dengan bentuk kesengajaan, dapat dikatakan 
bahwa bentuk kealpaan itu merupakan jenis kesalahan yang 
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mempunyai dasar yang sama dengan bentuk kesengajaan yaitu harus 
terjadi perbuatan pidana (perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana), dan harus ada kemampuan bertanggungjawab 
dengan tanpa adanya alasan penghapus kesalahan berupa pemaaf. 
b. Bentuk-bentuk kealpaan (culpa) 
Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas (Leden 
Marpaung, 2005: 26).: 
1. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld) dalam hal ini, 
pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya 
suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah, tetapi 
akibat itu tetap timbul. 
2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbowuste schuld) dalam hal ini, 
pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya 
suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-
undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan 
timbulnya suatu akibat tersebut. 
c. Jenis-jenis culpa 
 Culpa dibedakan menjadi culpa levissima dan culpa lata. Culpa 
levissima atau lichste schuld adalah kealpaan yang ringan, 
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sedangkan culpa lata atau merkelijke schuld, grove schuld artinya 
kealpaan berat. Culpa levissima oleh Undang-Undang tidak 
diperhatikn sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi Culpa 
lata dipandang tersimpul didalam kejahatan karena kealpaan. 
 Untuk pengertian sehari-sehari tidak sama dengan kealpaan 
menurut hukum pidana, yang harus mempunyai arti lebih khusus 
yang relevan dengan hukum pidana. KUHPidana tidak memberikan 
arti dari pada kealpaan. 
 Para ahli memberikan doktrin tentang kealpaan . Antara lain 
Oleh Vos menyatakan bahwa culpa mempunyai dua unsur yaitu 
(Bambang Poerrnomo 1992:174)  : 
1. Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi 
sipembuat (vvorzien-baarheid); 
2. Tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang 
diperbuat atau tidak diperbuat(onvoorzictigheid). 
Kurang/tidak mengadakan penghati-hati apa yang diperbuat itu, 
oleh Vos diadakan perincian adanya hal yang diperlukan itu 
(Bambang Poerrnomo 1992:175)  : 
1. Pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang 
semestinya (tukang cat membersihkan pakaian kerja dengan 
bensin dekat dapur); 
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2. Pembuat telah berbuat dengan hati-hati, akan tetapi 
perbuatannya pada pokoknya tidak boleh dilakukan (seseorang 
membuat mercon dengan sangat hati-hati,namun terjadi juga 
kebakaran). 
d. Jenis-Jenis Culpa Lata 
 Sebagaimana telah dikemukakan tentang pengertian delik culpa 
di atas, yakni delik yang didalamnya terdapat unsur keurang hati-
hatian, culpa lata tersebut mempunyai corak tersendiri. 
corak dari culpa lata yaitu (Chairul Huda 2006 : 112) : 
1. Culpa lata yang diinsyafi atau disadari (Bewuste Schuld), 
kealpaan yang disadari terjadi jika pembuat tidak menggunakan 
pikirannya dengan baik, sehingga timbul akibat yang dilarang. 
Pembuatnya tidak mengetahui apa yang seharusnya dia 
ketahui. Sama artinya tidak mengetahui yang dapat 
diketahuinya,dan tidak menduga yang dapat diduganya. 
2. Culpa lata yang tidak disadari (Onbewuste schuld), pembuat 
sama sekali tidak membayangkan atau menduga bahwa 
perbuatannya dapat mengakibatkan tindak pidana, padahal dia 
seharusnya memikirkan akibat yang akan timbul. 
 Jonkers memberikan contoh bahwa (Bambang 
Poernomo 1992: 174), 
seseorang ingin membakar rumah dengan tiada maksud lain, 
akan tetapi ditempat lain itu ia mengetahui ada orang sakit yang 
keadaannya sedemikian rupa sehingga akan meninggal apabila 
terkejut. 
   Dengan meneruskan pembakaran itu, maka kesengajaannya 
ditujukan kepada kematian orang yang sakit itu. dalam hal kealpaan 
yang disadari (bewuste schuld) diberikan contoh mengadakan pesta 
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dalam ruangan yang banyak menggunakan penerangan di bahan yang 
mudah terbakar, meskipun untuk keamanan disediakan alat pemadam 
api, maka kebakaran yang tidak dikehendaki itu apabila terjadi 
merupakan kealpaan yang disadari karena orang itu insyaf akan 
adanya bahaya. Kealpaan yang tidak disadari diberikan contoh 
misalnya melempar barang di luar gudang tanpa memikirkan 
kemungkinan bahwa orang lain akan selalu di situ, maka kealpaannya 
karena kurang berikhtiar terhadap peristiwa yang tidak dapat disangka 
yang seharusnya diingat kemungkinan itu. Demikian terjadinya 
kealpaan, yang dapat terjadi sedemikian beratnya sehingga mirip 
dengan kesengajaan (kemungkinan/bersyarat). 
C. Pengemudi dan Kendaraan Umum 
1. Definisi Pengemudi 
 Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti pengemudi diberi batasan 
sebagai berikut : “ Pengemudi adalah orang yang ( Pekerjaannya ) 
mengemudikan ( perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya )”. 
Sedangakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (23) 
menentukan bahwa,” pengemudi adalah orang yang mengemudikan 
kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi ( 
SIM) “. 
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2. Definisi Kendaraan Umum 
 Kendaraan atau angkatan atau wahana adalah alat 
transportasi, baik yang digerakan oleh mesin,maupun oleh makhluk 
hidup. Kendaraan ini biasanya buatan manusia (mobil, motor, kereta, 
perahu, pesawat), tetapi ada yang bukan buatan manusia dan masih 
bisa disebut kendaraaan, seperti ( gunung es, dan batang pohon yang 
mengambang). Kendaraan tidak bermotor dapat juga digerakkan oleh 
manusia atau ditarik oleh hewan, seperti gerobak. 
 Angkutan umum merupakan sarana angkutan untuk 
masyarakat kecil dan menengah supaya dapat melaksanakan 
kegiataannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. 
Pengguna angkutan umum ini bervariasi, mulai dari guru, ibu rumah 
tangga, mahasiswa, pelajar,dan lain-lain. Angkutan umum, khususnya 
angkutan orang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 
KM 68 Tahun  1993 yang telah diperbaharui menjadi Keputusan 
Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum 
dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan, secara struktural 
dipisahkan dalam tiga kepentingan, yaitu kepentingan penggunaan 
jasa (masyarakat), penyedia jasa (operator angkutan) dan Pemerintah 
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(regulator). Namun definisi yang ditetapkan dalam ketentuan 
hukumnya memperlihatkan keberpihakan kepada operator dengan 
profit-orientednya  yaitu angkutan yang di pergunakan oleh umum 
dengan dipungut bayaran. 
 Pengertian Angkutan dalam Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang 
di Jalan Dengan Kendaraan Umum adalah angkutan dari pemindahan 
orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan 
menggunakan kendaraan. 
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (2) 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengertiannya adalah setiap 
kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum 
dipungut bayaran. 
 Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 41 Tahun 1993 Pasal 1 ayat (4) tentang Angkutan Jalan 
menyebutkan bahwa, definisi dari kendaraan umum adalah setiap 
kendaraan bermotor yang disediakan untuk di pergunakan untuk 
umum dan di pungut bayaran. 
 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 
Pasal 1 ayat (3) tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan 
Dengan Kendaraan Umum definisinya adalah setiap kendaraan 
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bermotor yang di sediakan untuk di pergunakan untuk umum dengan 
di pungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. 
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (10) 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetukan, “Kendaraan 
bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk 
angkutan barang dan atau orang dengan di pungut bayaran”. 
D.  Ketentuan Tindak Pidana Karena Kelalaian Yang Menghilangkan 
Nyawa Orang Lain. 
1. Karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain diatur dalam 
Pasal 359 KUHPidana. 
Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang 
dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-
lamanya satu tahun. Matinya orang disini tidak dimaksudkan sama 
sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan 
akibat dari pada kurang hati – hati atau kurang perhatian atau lalainya 
terdakwa. 
2. Karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain diatur dalam 
Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. 
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1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan 
Kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu 
juta rupiah). 
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang  karena 
kelalaiannya yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan 
korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 
kelalaiannya yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan 
korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta ruiah). 
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).  
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E. Batas Kecepatan Maksimal dan Minimum Kendaraan Bermotor. 
 Di Indonesia telah diatur batas kecepatan kendaraan bermotor dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang 
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : 
Batas Kecepatan 
Pasal 23 
1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tingggi yang ditetapkan 
secara nasional. 
 
2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi : 
a. Batas kecepatan jalan bebas hambatan; 
b. Batas kecepatan jalan antarkota; 
c.  Batas kecepatan jalan pada kawasan perkotaan ; dan 
d. Batas kecepatan jalan kawasan pemukiman. 
3. Untuk jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a ditetapkan batas kecepatan paling rendah. 
4. Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
ditetapkan : 
a. Paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi 
arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk 
jalan bebas hambatan; 
b. Paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan 
antarkota; 
c. Paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan 
perkotaan; dan 
d. Paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan 
permukiman. 
5. Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dinyatakan dengan 
Rambu Lalu Lintas. 
 
40 
 
Pasal 24 
1) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (2)  dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan : 
a. Frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan jalan yang 
bersangkutan ; 
b. Perubahan kondisi permukaan jalan atau geometri jalan atau 
lingkungan sekitar jalan ; atau 
c. Usulan masyarakat melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan 
jalan sesuai dengan tingkatan status jalan. 
2) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas. 
3) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh  
a. Menteri, untuk jalan nasional; 
b. Gubernur, untuk jalan provinsi; 
c. Bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan 
d. Walikota, untuk jalan kota. 
4) Proses penetapan batas kecepatan dilakukan setelah rapat forum lalu 
lintas dan angkutan jalan pada semua tingkatan sesuai dengan 
kewenangan jalan. 
 
 
F. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara 
 
Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
pidana diatur dalam pasal 197 ayat (1) d KUHAPidana yang berbunyi : 
“Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan 
persidangan yang menjadi dasar penetuan kesalahan-kesalahan terdakwa”  
 
Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang 
dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Hakim 
sebelum memutus suatu perkara harus memperhatikan setiap hal-hal penting 
dalam persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya 
seseorang, yaitu syarat subjektif dan objektif. 
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Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan 
memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan 
bertanggung jawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain 
itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang 
dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak 
ada alasan pembenar. 
Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan 
hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang 
dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan 
nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor 
hukum seperti pengulangan tindak pidana(residive), merupakan tindak 
pidana berencana, dll. Sedangkan, faktor nonhukum seperti sikap terdakwa 
dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan. 
Pertimbangan hakim ini terdiri atas dua hal yaitu hal-hal yang 
meberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan 
adalah sesuatu yang menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan harus 
menimbulkan efek jera. Sedangkan, hal yang meringankan adalah setiap hal 
yang menjadi alasan hakim agar sanksi yang didakwakan oleh penuntut 
umum dapat dikurangi. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “ Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Kematian 
”, maka penulis menetapkan lokasi penelitian di Kab.Maros, tepatnya di 
Pengadilan Negeri Maros. Sebagaimana tempat ini yang berwenang 
penuh dalam penanggulangan masalah yang diteliti. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
A. Data primer yaitu data yang diperoleh oleh penulis dari informasi-
informasi yang di dapat dari majalah, karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal 
hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan beberapa 
sumber internet yang berkaitan dengan persoalan di atas. 
B. Data sekunder yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam Peraturan 
Perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 
Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan 
putusan-putusan Hakim. 
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C. Teknik Pengumpulan Data. 
  Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penulisan skripsi ini, dilakukan dengan metode penelitian yakni : 
1. Penelitian pustaka (library research). Pengumpulan data pustaka 
diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang 
diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian 
ini. 
2. Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan 
wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak 
yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. 
D.  Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul dan dianggap telah mencukupi, baik dari data 
primer maupun sekunder, maka selanjutnya data tersebut dianalisis 
secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan 
secara deskriptif. 
 
 
 
 
 
44 
 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Tindak Pidana Kelalaian 
Yang Menyebabkan Kematian. 
Suatu tindak pidana dapat menimbulkan suatu kerugian bagi korbannya 
dimana selalu ada hal yang mendasari atau yang menjadi sebab yang 
melahirkan suatu akibat. Tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat suatu 
perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi 
pelaku tindak pidana tersebut, yaitu sebagai bentuk pertanggung jawaban 
yang diberikan atas perbuatannya. 
Dalam penjelasan mengenai Pasal 359 KUHPidana bahwa sudah lama 
dirasakan perlu adanya tindakan tegas terhadap ketelodoran orang yang 
menyebabkan matinya orang lain, terutama pengemudi kendaraan, yang 
karena kelalaian atau sifatnya kurang mengindahkan nilai jiwa sesama 
manusia, menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan, 
terjerumusnya kendaraan di jurang atau sungai, atau tergulingnya kendaraan 
karena melebihi batas muatan berupa barang atau karena kekurangan 
pemikiran sebelum mengemudi kendaraan karena kurang memeriksa kondisi 
kendaraan sebelum mengemudi kendaraan yang semuanya itu dapat 
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mengakibatkan korban jiwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) 
UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Untuk lebih memudahkan penulis dalam memaparkan pembahasan 
ini, maka penulis menguraikan dalam bentuk kasus sebagai berikut : 
1. Posisi Kasus 
   Putusan Pidana No. 04/ Pid.B/2015/Pn.Mrs tentang sebuah kasus 
tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian yang dilakukan 
oleh seorang sopir. Terdakwa KAREL RAWU pada hari Minggu tanggal 
30 Nopember 2014 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam bulan November 2014 bertempat di lingkungan 
Bontoa Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros ( jalan 
poros maros) atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, 
mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia , 
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai 
berikut : 
  Berawal ketika terdakwa sebelumnya dari kabupaten Mamuju 
menuju Makassar dan menggantikan sopir pertama mengemudikan 
sebuah Bus Mercedes Benz Litha & co dengan Nomor Polisi DD 7874 
AY di kabupaten Pinrang, bus yang dikemudikan terdakwa bergerak 
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dari arah Maros menuju ke arah Makassar dengan kecepatan sekitar 
80 km/jam dan memakai perseneling gigi 4 (empat) yang berada pada 
jalur sebelah kiri jalan (lambat) bila dilihat dari arah Maros menuju ke 
arah Makassar dengan cuaca pada malam hari, arus lalu lintas sepi, 
terdapat lampu penerang jalan dan kondisi jalananan yang lurus 
beraspal, setelah mendekat di daerah Maros sekitar pukul 03.30 wita, 
sebelum persimpangan jalan, terdakwa tidak membunyikan klakson 
dan tidak mengurangi kecepatan sebelum simpang empat jalan 
tersebut, terdakwa melihat pengendara korban Muh. Isra dengan jarak 
kurang lebih 5 (lima) meter yang bergerak dari arah lorong sebelah kiri 
jalan membelok ke arah Makassar, di depan mobil yang dikendarai 
terdakwa terdapat kendaraan lain yang bergerak yaitu sebuah mobil 
pick up jenis Suzuki Carry sehingga terdakwa tidak bisa menghindari   
pengendara motor tersebut. Kemudian kendaraan yang dikendarai 
korban slip dan jatuh dan mobil yang terdakwa kemudikan menabrak 
dan menyeret korban dengan kendaraannya kurang lebih 50 (lima 
puluh) meter kedepan dan setelah mobil yang dikemudikan terdakwa 
berhenti disekitar tempat kejadian, seseorang berteriak mengatakan 
“mundur, ada sepeda motor dibawa mobil”,kemudian terdakwa mundur 
lalu maju ke pinggir jalan sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa 
langsung melarikan diri karena takut diamuk massa, sedangkan korban 
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meninggal dunia di tempat kejadian, kemudian korban dibawa  ke 
Rumah Sakit Umum Salewangang dengan keadaan meninggal dunia. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 januari 2015 
No.Reg. Perkara : PDM- 05/MRS/Euh.2/01/2015 yang dilakukan oleh 
terdakwa KAREL RAWU didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal 
sebagai berikut : 
1. Melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan 
Bahwa ia terdakwa KAREL RAWU pada hari minggu tanggal 30 
Nopember 2014 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada 
waktu-waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2014 bertempat di 
lingkungan bontoa kelurahan bontoa kecamatan mandai kabupaten 
maros atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, 
mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan korban Muh.Isra meninggal dunia, perbuatan mana 
dilakukan terdakwa dengan cara lain sebagai berikut : 
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, 
terdakwa KAREL RAWU sedang mengemudikan kendaraan mobil 
buz mercedez benz Litha & co No.Pol DD 7874 AY yang bergerak 
dari arah maros menuju kearah Makassar dengan kecepatan 
sekitar 80 km/jam dan memakai perseneling gigi 4(empat) yang 
berada pada jalur sebelah kiri jalan (lambat) bila dilihat dari arah 
maros menuju Makassar dengan cuaca pada malam hari, arus lalu 
lintas sepi, terdapat lampu penerang jalan dan kondisi jalanan lurus 
beraspal dalam keadaan demikian seharusnya terdakwa Karel 
Rawu ekstra hati-hati dengan memperhatikan kendaraan-
kendaraan lain yang sedang melintas dan memberikan isyarat 
berupa klakson mobil, pengereman maupun isyarat-isyarat lainnya 
kepada pengguna kendaraan bermotor lainnya sampai batas yang 
aman baik terdakwa Karel Rawu ataupun bagi orang lain, akan 
tetapi terdakwa Karel Rawu tidak mengindahkannya sehingga 
ketika terdakwa Karel Rawu sementara sedang mengemudikan 
mobil bus mercedez benz Litha & co No.Pol DD 7874 AY dari arah 
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maros  menuju kearah Makassar, terdakwa Karel Rawu langsung 
menabrak sepeda motor Yamaha vega No.Pol DD 6645 JP yang 
dikendarai oleh korban Muh.Isra terseret kurang lebih sejauh 50 
meter oleh mobil bus mercedez benz Litha & co No.Pol DD 7874 
AY yang dikemudikan terdakwa Karel Rawu dan mengakibatkan 
korban Muh.Isra meninggal dunia 
Bahwa akibat perbuatan terdakwa KAREL RAWU 
mengakibatkan korban Muh.Isra meninggal dunia sesuai Visum Et 
Repertum Rumah Sakit Salewangan Nomor : 
101/IGD/RSSM/XI/2014 tanggal 30 November 2014 yang dibuat 
dan ditandatangani oleh dr. Fatmawaty, telah melakukan 
pemeriksaan fisik pada korban Muh.Isra sebagai berikut : 
Hasil pemeriksaan : korban masuk dalam keadaan meninggal  
 
1. Kepala  : luka robek pada dahi sebelah kanan ukuran 3 cm 
bentuk horizontal; 
2. Wajah : luka robek pada tepi bibir atas bagian kanan dan 
gigi lepas, gigi seri bawah lepas 3 buah, luka lecet pada 
rahang bawah kanan dan dagu; 
3. Dada : luka lecet pada dada bagian atas dan bahu kiri; 
4. Anggota  gerak atas : luka lecet 3 buah pada bagian 
lengan; 
5. Anggota gerak bawah : luka robek disertai pendarahan, 
jumlah 1 buah pada paha kiri depan, luka robek pada paha 
kanan bagian samping jumlah 1 buah, paha kiri dan paha 
kanan. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros Ibu Jenni Tulak  
menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa 
dengan dakwaan tunggal Pasal 310 (4) UU tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan jalan, dimana dakwaan itulah yang akan dipertimbangkan 
oleh Majelis Hakim. 
 Untuk membuktikan dakwaannya makan Penuntut Umum 
dipersidangan mengajukan alat bukti yaitu keterangan  dari 4 (empat) 
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orang saksi dan barang bukti berupa 1(satu) unit mobil bus mercedez 
benz No.Pol DD 7874 AY, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega 
No.Pol DD 6645 JP, 1 (satu) lembar SIM B I Umum an. KAREL 
RAWU, 1 (satu) unit SIM C an. MUH.ISRA . Berdasarkan alat bukti 
dan barang bukti yang ada maka terdakwa dituntut dengan pasal 310 
ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan 
dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka menurut Jaksa 
Penuntut dakwaan tunggal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut 
dinyatakan terbukti, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-
unsur sebagai berikut : 
1. Setiap orang; 
 Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut 
ketentuan Undang-Undang adalah subyek hukum atau orang yang 
melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. 
 Bahwa Terdakwa Karel Rawu yang dihadapkan dipersidangan 
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh 
dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan 
keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas dirinya 
dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum sehingga orang yang 
diajukan kepersidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error 
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in persona), maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah 
manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
 
 Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang 
lain meninggal dunia; 
 Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pengemudi di dalam 
Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
yang telah memiliki surat ijin mengemudi sedangkan yang dimaksud 
kelalaian adalah ketidak hati-hatian atau tidak adanya menduga-duga 
dari terdakwa akan timbulnya akibat. 
 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan 
persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung 
pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa 
hari minggu tanggal 30 November 2014  sekitar pukul 03.30 wita 
bertempat di Lingkungan Bontoa, Kelurahan Bontoa Kecamatan 
Mandai  kabupaten Maros, terdakwa sebelumnya dari kabupaten 
Mamuju sekitar pukul 19.00 wita menuju Makassar mengemudikan 
sebuah Bus Mercedes Benz dengan No.Polisi DD 7874 AY, ketika 
berada di kabupaten Pinrang, bus yang dikemudikan terdakwa 
bergerak dari arah Maros menuju ke arah Makassar dengan 
kecepatan sekitar 80 km/jam dan memakai perseneling gigi 4 (empat) 
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yang berada pada jalur sebelah kiri jalan (lambat) bila dilihat dari arah 
Maros menuju ke arah Makassar dengan cuaca pada malam hari, arus 
lalu lintas sepi, terdapat lampu penerang jalan dan kondisi jalananan 
yang lurus beraspal, setelah mendekat di daerah Maros sekitar pukul 
03.30 wita, sebelum persimpangan jalan, terdakwa tidak membunyikan 
klakson dan tidak mengurangi kecepatan sebelum simpang empat 
jalan tersebut, terdakwa melihat pengendara korban Muh. Isra dengan 
jarak kurang lebih 5 (lima) meter yang bergerak dari arah lorong 
sebelah kiri jalan membelok ke arah makassar sedangkan di depan 
mobil yang dikendarai terdakwa terdapat kendaraan lain yang 
bergerak yaitu sebuah mobil pick up jenis Suzuki Carry sehingga 
terdakwa tidak bisa menghindari  pengendara motor tersebut. 
Kemudian pengendara sepeda motor Yamaha Vega warna merah 
hitam dengan No Polisi DD 6645 JP yang dikendarai korban slip 
sehingga mobil yang terdakwa kemudikan menabrak korban dan 
menyeret korban dengan kendaraannya kurang lebih 50 (lima puluh) 
meter kedepan dan setelah mobil yang dikemudikan terdakwa berhenti 
disekitar tempat kejadian kemudian seseorang berteriak mengatakan 
“mundur, ada sepeda motor dibawa mobil”,kemudian terdakwa mundur 
lalu maju ke pinggir jalan sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa 
langsung melarikan diri karena takut diamuk massa, sedangkan 
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korban meninggal dunia di tempat kejadian, kemudian korban dibawa  
ke Rumah Sakit Umum Salewangang dengan keadaan meninggal 
dunia. 
 Hal tersebut didukung dengan adanya alat bukti surat berupa  
Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Salewangang Maros No: 
101/IGD/RSSM/XI/2014 tanggal 30 November 2014 yang ditanda 
tangani oleh dr. Fatmawati pada pemeriksaan Korban Muh.Isra. 
 Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur 
mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang megakibatkan orang lain 
meninggal dunia telah terpenuhi dan perbuatan terdakwa dan 
dibuktikan secarah sah dan meyakinkan  memenuhi rumusan tindak 
pidana yang didakwakan dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
 Tuntuntan Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Register 
Perkara : PDM-05/MRS/Euh.2/01/2015 yang pada pokoknya meminta 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa Karel Rawu telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena 
kelalaiannya/ kealpaannya mengemudikan kendaraan bermotor 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur 
dalam Pasal 310 ayat (4) UU.RI.No.22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalm surat dakwaan 
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2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Karel Rawu dengan pidana 
penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan 
masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa 
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Bus Mercedes 
Bens Litha & co No.Pol DD7874 AY dan 1 (satu) lembar SIM B 1 
Umum An. Karel Rawu dikembalikan kepada terdakwa Karel Rawu, 
1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol DD 6645 dan 1 
(satu) lembar SIM C An. Muh.Isra dikembalikan kepada Muh.Ilyas 
Bin Malliungen Dg. Limpo (ayah korban) 
4. Menetapkan supaya terdakwa mebayar biaya perkara sebesar 
Rp.2000,- (dua ribu rupiah).  
 
4. Amar Putusan 
Dalam perkara Nomor 04/Pid.B/2015/ Pn.Mrs hakim memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa Karel Rawu telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan 
kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal 
dunia” ; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara 
selama 6 (enam) Bulan; 
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan; 
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil bus Mercedes 
Benz No.Pol 7874 AY, 1 (satu) lembar SIM B I Umum An. Karel 
Rawu dikembalikan kepada Karel Rawu, 1 (satu) unit sepeda motor 
Yamaha vega No.Pol DD 6645 JP, 1 (satu) lembar SIM C An. 
Muh.Isra dikembalikan kepada Muh. Ilyas Bin Malliungen Dg.Limpo 
(ayah korban) 
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); 
Putusan tersebut dibacakan dengan dihadiri oleh terdakwa dan 
penuntut umum. 
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5. Analisis Penulis 
Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara di 
dalam siding pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang 
berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. 
Adapun jenis-jenis dakwaan yaitu sebagai berikut : 
a. Dakwaan tunggal, yaitu hanya satu jenis tindak pidana saja 
didakwakan kepada terdakwa, yakni melanggar ketentuan 
Pasal tersebut. 
b. Dakwaan kumulatif, yaitu banyak dakwaan atau banyak 
pelanggaran (banyak Pasal). 
c. Dakwaan alternative, yaitu ada beberapa banyak dakwaan, 
tetapi hanya satu yang harus dibuktikan tergantung dari 
hasil persidangan. 
d. Dakwaan subsidaritas (bersusun), dakwaan yang bersusun 
yaitu dakwaan primer(yang harus dibuktikan terlebih dahulu 
atau dari segi ancaman pidana) dan dakwaan subsidair. 
Perkara yang sama tidak bisa dilakukan dua kali 
berdasarkan fakta-fakta dipersidangan atau beberapa tindak 
pidana. 
e. Dakwaan gabungan (kombinasi) dari dakwaan kumulatif, 
dakwaan alternative, dan dakwaan subsidaritas. 
Dalam perkara ini, Jaksa penuntut Umum membuat surat 
dakwaan Tunggal yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu 
melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan ketentuan Pasal 
310 ayat(4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan merupakan implementasi dari Lex specialis 
degorat lex generalis dari ketentuan Pasal 359 KUHPidana 
yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus 
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diutamakan dari peraturan yang umum sifatnya, dalam artian 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (lex specialis) mengenyampingkan 
KUHPidana (lex generalis) sehingga, menurut penulis dakwaan 
yang diberikan kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum 
telah sesuai. 
 Menurut penulis, surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa 
Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal dan materil surat 
dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) 
KUHAPidana, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani 
oleh Jaksa penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, 
selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jelas dan 
lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 
 Berdasarkan dengan pembuktian unsur delik yang 
didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 
ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan dengan unsur sebagai berikut : 
1.   setiap orang;  
2. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia; 
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Adapun alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum pada perkara ini yaitu keterangan dari 
4(empat) orang saksi dan surat hasil Visum Et Repertum dari 
Rumah Sakit  Salewangan beserta beberpa barang bukti yaitu  
1(satu) unit mobil bus mercedez benz No.Pol DD 7874 AY, 
1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol DD 6645 JP, 
1(satu) lembar SIM B I Umum a.n Karel Rawu, dan 1(satu) unit 
SIM C a.n Muh.Isra. 
 Penulis berpendapat bahwa dakwaan tunggal yang 
didakwakan kepada terdakwa telah sesuai yaitu Pasal 310 ayat 
(4) UU.No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, tetapi tuntutan sanksi pidana yang didakwakan kepada 
terdakwa yaitu 1 (satu) Tahun penjara, masih jauh dari sanksi 
pidana Pasal tersebut yaitu 6 (enam) Tahun penjara, sehingga 
dakwaan tersebut belum meningkatkan efek jera bagi terdakwa 
dan berfungsi sebagai pencegahan bagi orang lain untuk 
melakukan kesalahan yang sama. 
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B. Pertimbangan Hakim  Dalam  Memutuskan Tindak Pidana Kelalaian 
Yang Menyebabkan Kematian Dalam Putusan No.04/Pid.B/2015/Pn.Mrs 
  Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim untuk 
menetapkan status seorang terdakwa dalam persidangan. Pengambilan 
keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan, baik itu 
pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis. Pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan 
persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang tepat. 
Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus terlebih dahulu 
menelaah tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan 
melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya 
setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa 
yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku. 
Selanjutnya memberikan suatu kesimpulan apakah terdakwa terbukti 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. 
1. Pertimbangan Hakim 
Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam 
persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, serta hal-hal yang 
meringankan dan memberatkan. Dalam amar putusan Hakim 
menyebutkan dan menjatuhkan saksi berupa : 
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1. Menyatakan terdakwa Karel Rawu telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan 
kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal 
dunia” ; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara 
selama 6 (enam) Bulan; 
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan; 
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil bus Mercedes 
Benz No.Pol 7874 AY, 1 (satu) lembar SIM B I Umum An. Karel 
Rawu dikembalikan kepada Karel Rawu, 1 (satu) unit sepeda motor 
Yamaha vega No.Pol DD 6645 JP, 1 (satu) lembar SIM C An. 
Muh.Isra dikembalikan kepada Muh. Ilyas Bin Malliungen Dg.Limpo 
(ayah korban) 
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); 
 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap perkara tersebut adalah : 
1. Hakim mempertimbangkan keberadaan terdakwa dalam tahanan 
sejak tanggal 01 Desember 2014. 
2. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana 
diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU No.22 
Tahun 2009. 
3. Hakim mempertimbangkan surat dakwaan yang dibacakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum, atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa 
mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut. 
4. Hakim mempertimbangkan terdakwa dipersidangan telah 
memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui 
perbuatannya. 
5. Hakim mempertimbangkan tanggaan terdakwa terhadapa 
tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya terdakwa 
memohon keringanan hukuman. 
6. Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan 
tunggal penuntut umum yaitu Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 
2009, dan menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang 
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
a.  setiap orang ; 
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b. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang 
lain meninggal dunia; 
7. Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang telah 
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya 
menerangkan; 
a. Saksi Ferdi Anto Songgo 
1. Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperhadapkan 
dipersidangan, sehubungan dengan adanya kecelakaan 
lalulintas 
2. Bahwa kejadiannya pada hari minggu 30 November 2014 
sekitar pukul 03.00 wita di jln. Poros maros-makassar 
dilingkungan bontoa kelurahan bontoa kecamatan mandai 
kabupaten maros 
3. Bahwa saat kejadian saksi duduk didepan yang sementara 
dikemudikan oleh terdakwa menggunakan mobil bus Litha & co 
No.Polisi DD 7874 AY yang bergerak dari arah maros menuju 
ke Makassar namun saksi tidak mengetahui bergerak dari arah 
mana pengendara sepeda motor Yamaha Vega tersebut karena 
saat itu saksi sedang tidur 
4. Bahwa setelah kejadian saksi kemudian terbangun dan 
mendengar suara benturan mobil bagian kiri depan namun tidak 
mendengar suara rem 
5. Bahwa saat itu terdakwa membawa penumpang sekitar kurang 
lebih 30 (tiga puluh) penumpang 
6. Bahwa mobil yang ditumpangi oleh saksi adalah jurusan 
Mamuju-Makassar 
7. Bahwa setahu saksi, pengendara sepeda motor Yamaha vega 
yang ditabrak oleh terdakwa meninggal dunia di tempat 
kejadian 
8. Bahwa pada saat kejadian korban masih memakai helm dan 
korban mengendarai sepeda motor yang plat nomornya saksi 
tidak diketahui, dan motor yang dipakai dalam keadaaan 
ringsek atau rusak berat 
9. Bahwa saksi telah bekerja sebagai kondektur selama kurang 
lebih 6 (enam) bulan dan yang mebayar gaji saksi dan terdakwa 
adalah perusahaan pemilik bus Litha tersebut 
10. Bahwa saat sebelum berangkat dari Mamuju ke Makassar 
dengan menggunakan 2(dua) sopir, lalu terdakwa mengambil 
alih kemudi sewaktu berada di Pinrang, dan mobil bus yang 
dipakai tersebut masih layak dipakai 
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11. Bahwa saat kejadian pada malam hari, terdapat lampu 
penerang jalan, arus lalu lintas sepi dan persimpangan jalan, 
serta jalanan lurus beraspal 
b.  saksi Muh.Ilyas Bin Malliungen Dg.Limpo 
1. Bahwa saksi mengerti sebabnya diperhadapkan dipersidangan 
sehubungan dengan adanya masalah kecelakaan lalu lintas 
yang dialami oleh anaknya yang bernama Isra 
2. Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 November 
2014 sekitar pukul 03.30 wita yang bertempat di lingkungan 
bontoa kelurahan bontoa kecamatan mandai kabupaten Maros 
3. Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi antara kendaraan 
mobil Bus Litha & co dengan sepeda motor Yamaha Vega 
4. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi berada 
jauh dari tempat kejadian dan saksi tidak tahu pasti bagaimana 
kronologis kejadian kecelakaan tersebut 
5. Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan karena saat 
itu saksi ditelpon oleh teman anak saksi sekitar pukul 03.00 wita 
dan mengatakan bahwa anak saksi yang bernama Isra telah 
ditabrak oleh mobil Bus tersebut 
6. Bahwa setelah mendapat telpon tersebut saksi langsung 
berangkat ke rumah sakit dan melihat anak saksi sudah dalam 
keadaan meninggal dunia 
7. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi sempat menyuruh 
anak saksi untuk membelikan obat dan saat itu saksi melihat 
anak saksi yang bernama Isra menggunakan helm, kemudian 
setelah obat diberikan kepada saksi, anak saksi keluar lagi 
bersama dengan temannya 
8. Bahwa adapun luka yang dialami anak saksi Isra yaitu luka 
robek pada dahi sebelah kanan, luka robek pada bibir sebelah 
kanan, patah tertutup pada kedua paha, patah tertutup betis 
kanan dan meninggal dunia ditempat kejadian 
c.  saksi Ilham Bin H.Mursasim 
1. Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari 
minggu tanggal 30 November 2014 sekitar pukul 03.30 wita di 
lingkungan bontoa kelurahan bontoa kecamatan mandai 
kabupaten Maros 
2. Bahwa jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu 
sebuah mobil Bus Litha & co Mercedez Bens warna putih ungu 
yang saksi tidak ketahui identitasnya menabrak sepeda motor 
Yamaha vega yang saksi juga tidak tahu identitasnya 
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3. Bahwa saat kejadian mobil bus Litha & co bergerak dari arah 
Maros menuju arah Makassar sedangkan pengendara sepeda 
motor Yamaha vega bergerak dari arah jalan sebelah kiri 
membelok menuju kea rah Makassar 
4. Bahwa jarak antara mobil yang saksi kemudikan dengan mobil 
bus Litha & co pada saat kejadian yaitu sekitar 10 (sepuluh) 
meter dibelakang mobil bus Litha & co tersebut 
5. Bahwa pengemudi mobil Bus Litha & co tidak mengurangi 
kecepatan dan melakukan pengeraman serta tidak mebunyikan 
klakson sesaat sebelum kejadian 
6. Bahwa saat mobil Bus Litha & co bergerak diantara lajur lambat 
dan lajur cepat pada saat menabrak pengendara sepeda motor 
Yamaha vega tersebut 
7. Bahwa tidak ada kendaraan lain disebelah kiri maupun 
disebelah kanan mobil Bus Litha & co pada saat kejadian 
8. Bahwa adapun posisi terakhir korban dan sepeda motor 
Yamaha vega berada dibawah kepala depan sebelah kiri mobil 
bus Litha & co dan tersangkut didepan ban depan seelah kiri 
mobil tersebut 
9. Bahwa mobil bus Litha & co menyeret korban bersama dengan 
sepeda motor Yamaha vega kedepan sekitar puluhan meter 
dan korban mengalami luka-luka serta meninggal dunia 
ditempat kejadian 
d. saksi Isbad Bin Triono 
1. Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari 
minggu tanggal 30 November 2014 sekitar pukul 03.30 wita di 
lingkungan bontoa kelurahan bontoa kecamatan mandai 
kabupaten Maros 
2. Bahwa adapun jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu 
lintas yaitu sebuah sepeda motor Yamaha vega No.Pol DD 
6645 JP yang dikendarai oleh korban Isra dengan sebuah mobil 
Bus Litha & co yang saksi tidak ketahui nomor polisinya 
3. Bahwa pada saat kejadian saksi sedang main HP dirumah yang 
tidak jauh dari tempat kejadian kemudian tiba-tiba saksi 
mendengar suara tabrakan kemudian disertai dengan suara 
pengereman panjang dan saksi langsung keluar rumah menuju 
ke tempat kejadian tersebut dan melihat mobil Bus Litha & co 
berhenti di sebelah kiri jalan kemudian bus tersebut disuruh 
mundur karena terdapat orang dan sepeda motor yang berada 
dibawah kepala depan sebelah kiri mobil Bus tersebut 
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4. Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan rumah saksi yaitu 
sekitar 50 (lima puluh) meter 
5. Bahwa saksi tidak mendengar suara bunyi klakson dan suara 
pengereman dari mobil bus Litha & co sesaat sebelum kejadian  
6. Bahwa saat itu malam hari terdapat lampu penerang jalan, arus 
lalu lintas sedang, persimpangan jalan lurus dan masih banyak 
orang yang menonton balapan liar yang berada disebelah kri 
jalan dari arah maros menuju arah Makassar serta beraspal 
7. Bahwa mobil bus Litha & co sempat menyeret sepeda motor 
Yamaha Vega bersama dengan pengendarana sampai dengan 
puluhan meter 
8. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara 
sepeda motor Yamaha vega mengalami luka-luka dan 
meninggal dunia ditempat kejadian. 
8.  Hakim mempertimbangkan karena terbukti bersalah bersalah maka  
terdakwa dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan 
perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan 
dan meringankan sebagai berikut : 
 a. Hal- hal yang memberatkan : 
  1.Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Muh. Isra 
meninggal dunia 
  b. Hal-hal yang meringankan : 
 1. Terdakwa belum pernah dihukum 
 2. Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya 
 3. Terdakwa menyesali kelalaiannya dan akan lebih berhati-hati  
lagi mengendarai kendaraan 
4. Adanya kesepakatan damai antara pihak keluarga korban 
dan terdakwa dengan memberikan santunan kepada keluarga 
korban. 
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2. Analisis Penulis 
 Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang 
didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, dan didalam putusan itu 
hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan 
dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam upaya membuat putusan 
serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan 
yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, 
keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal perbuatan hukum 
pidana, dan pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari dari latar belakang 
perbuatan terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, 
serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakinkan 
apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana tau tidak sebagaimana 
yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya. 
 Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam 
menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus 
dapat mengolah data dan memproses data-data yang diperoleh selama 
proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan 
terdakwa, serta tuntutan Jaksa. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan 
kepada terdakwa dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, 
keadilan,kebijaksanaan, dan profesonalisme. 
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 Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, penulis melakukan 
wawancara dengan salah seorang hakim yang menangani pada kasus ini 
yaitu Ibu Jenny Tulak pada Tanggal 19 Februari 2016 untuk mengetahui 
apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa. Dalam hal ini Hakim menjatuhkan Pidana 
kepada terdakwa selama 6 (enam) Bulan penjara, lebih rendah dari 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 (satu) Tahun penjara. Salah satu 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah adanya 
kesepakatan damai antara pihak korban dan terdakwa yang memberikan 
santunan kepada Keluarga Korban serta dalam proses persidangan 
terdakwa berperilaku sopan, serta terdakwa mengakui perbuatannya dan 
berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. 
 Terhadap perkara No.04/Pid.B/2015/Pn.Mrs penulis berpendapat 
bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih cukup ringan 
serta jauh dari ancaman maksimal pidananya yaitu 6 (enam) Tahun 
penjara, dimana dalam hal ini penjatuhan pidana oleh hakim terhadap 
pelaku tidak akan menimbulkan rasa takut oleh orang lain untuk tidak 
melakukan kejahatan, selain itu tidak menimbulkan efek jera bagi 
pelakunya. Akan tetapi, hakim dalam pertimbanganya telah 
mempertimbangkan terdakwa sesuai dengan hal apa saja yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan 
maka kesimpulannya antara lain : 
1. Penerapan hukum pidana kasus tindak pidana kelalaian yang 
menyebabkan kematian dalam putusan perkara Nomor 
04/Pid.B/2015/Pn.Mrs telah sesuai berdasarkan dengan fakta-fakta 
hukum yang terbukti dipersidangan baik melalui keterangan-
keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. 
Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan 
dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan 
tunggal yaitu Penuntut umum mendakwakan Pasal 310 ayat (4) UU 
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jaksa 
Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 
1 (satu) Tahun penjara, menurut penulis dakwaan yang didakwakan 
penuntut umum sudah tepat karena telah memenuhi unsur melawan 
hukum, akan tetapi tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum 
masih sangat jauh dari ancaman maksimal pidananya yaitu 6 (enam) 
Tahun penjara karena tidak sebanding dengan akibat yang 
ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa. 
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2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
pelaku dalam perkara Putusan Nomor 04/Pid.B/2015/Pn.Mrs telah 
sesuai dengan berdasarkan pada analisis yuridis, fakta-fakta 
persidangan, alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, 
keterangan terdakwa,hal-hal yang meringankan dan meberatkan 
terdakwa serta diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. 
Namun, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa 
masih cukup ringan yaitu 6 (enam) Bulan penjara serta masih jauh 
dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 (satu) Tahun penjara 
dan masih jauh dari ancaman maksimal pidananya yaitu 6 (enam) 
Tahun penjara, dimana dalam hal ini penjatuhan pidana oleh hakim 
terhadap pelaku tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya 
sendiri tidak akan menimbulkan rasa takut oleh orang lain untuk tidak 
melakukan kejahatan. Pemberian efek jera disini,dengan maksud 
bahwa melalui pemberian sanksi pidana yang tajam diharapkan 
dapat meberikan efek prevensi general yaitu masyarakat akan 
berusaha mentaati karena takut akan sanksi pidananya, disamping 
efek jera bagi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi. 
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B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan 
skripsi ini adalah : 
1. Agar pemerintah dan aparat penegak hukum yang berwenang terus 
meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat 
mengenai keselamatan dalam berkendara serta penyuluhan-
penyuluhan tentang akibat dari kelalaian/kealpaan dalam berlalu 
lintas. 
2. Kepada  para penegak hukum yang bersangkutan agar memberikan 
contoh berkendara dengan baik dalam berlalu lintas di jalanan, 
seperti berkendara dengan aman menggunakan seatbelt(sabuk 
pengaman),atau helm kepada  pengendara kendaraan roda 
dua,serta mematuhi rambu-rambu Lalu Lintas. 
3. Kepada seluruh pengendara kendaraan bermotor agar selalu 
memperhatikan tata cara berkendara yang baik dan benar di jalanan 
agar selalu berhati-hati ketika berkendara sehingga terhindar dari 
kecelakaan Lalu Lintas sesama pengendara bermotor. 
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